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ABSTRAK

KAUSALITAS KORUPSI TERHADAP KEMISKINAN DAN KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP PADA 5 PROVINSI DENGAN
TINGKAT KORUPSI TERTINGGI DI INDONESIA

Oleh :
Nadia Putri Salsabila; Mardalena; Imelda

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kausalitas korupsi terhadap kemiskinan
dan kualitas lingkungan hidup pada 5 provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di
Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel yang terdiri
dari 5 provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia yaitu, Sumatera Utara,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan selama periode 2011-
2021. Teknik analisis yang digunakan adalah Uji Kausalitas Granger. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi dan kemiskinan memiliki kausalitas dua
arah, lalu korupsi terhadap kualitas lingkungan hidup tidak memiliki kausalitas dan

kemiskinan terhadap kualitas lingkungan hidup juga tidak memiliki kausalitas.

Kata Kunci : Kausalitas, Korupsi, Kemiskinan, Kualitas Lingkungan Hidup,
Degradasi Lingkungan.
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ABSTRACT

CAUSALITY OF CORRUPTION ON POVERTY AND
ENVIRONMENTAL QUALITY IN FIVE PROVINCE WITH THE
HIGHEST LEVEL OF CORRUPTION IN INDONESIAN

By :

Nadia Putri Salsabila; Mardalena; Imelda

This study aims to analyze the causality of corruption on poverty and environmental
quality in 5 provinces with the highest levels of corruption in Indonesia. The data
used in this study is panel data consisting from 5 provinces with the highest levels
of corruption in Indonesia, namely, North Sumatra, West Java, Central Java, East
Java and South Sulawesi during the 2011-2021 period. The analysis technique used
is the Granger Causality Test. The results of this study indicate that corruption and
poverty have a two-way causality, then corruption has no causality on

environmental quality and poverty has no causality on environmental quality.

Keywords:  Causality, Corruption, Poverty, Environmental Quality,
Environmental Degradation.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang tindak pidana korupsi tentunya sudah menjadi hal yang tidak
asing dalam retorika kehidupan berbangsa serta hal klasik yang sudah sering terjadi
(Engkus et al.,2022). Seperti di negara Indonesia, korupsi menjadi penyebab
terpuruknya kondisi perekonomian negara ini karena hal tersebut terjadi secara
sistemik serta meluas dan korupsi memiliki efek penghancur yang hebat (an
enermous effect) (Rinaldo, 2020).

Jika praktik korupsi sudah merajalela, maka mengindikasikan munculnya
berbagai permasalahan ekonomi seperti lesunya pertumbuhan ekonomi dan
investasi maka akan berpengaruh terhadap penurunan produktifitas, penurunan
produktifitas secara terus-menerus menimbulkan peningkatan pengangguran yang
akan berujung pada kenaikan tingkat kemiskinan (Jannah dan Susiowati, 2019). Hal
ini terjadi dikarenakan praktik korupsi yang tinggi mempersulit pembangunan
ekonomi dengan membuat distorsi atau ketidakefisienan dalam keseimbangan
perekonomian (Yolanda dan Satrianto, 2019). Pada sektor privat (swasta), korupsi
menaikan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal dalam negosiasi
dengan pejabat korup sehingga meningkatkan resiko pembatalan perjanjian
(Junaidi dan Patra, 2017).

Korupsi juga terjadi pada layanan publik seperti penurunan kondisi kualitas



jalan raya yang diakibatkan karena tidak terpenuhinya syarat - syarat keamanan
bangunan, material, produksi, kesehatan dan lingkungan hidup sehingga terjadilah
kondisi kualitas aspal yang cepat rusak. Lalu pada infrastruktur misalnya, pondasi
bangunan jembatan yang ringkih dan tidak memenuhi standar operasional
pembangunan dapat menimbulkan efek buruk dalam waktu jangka pendek dan
menyebab menurunnya kualitas beras murah yang tidak layak untuk
disalurkan kepada masyarakat, serta korupsi juga menyebabkan penurunan pada
pembangunan operasional sekolah dimana kondisi insfrastruktur sekolah tidak
memadai sehingga tidak dapat melaksanakan pembelajaran dengan nyaman dan
efektif (Bura, 2011).

Tidak hanya itu korupsi juga menyebabkan menurunnya pendapatan negara
dari sektor pajak dan menimbulkan meningkatnya hutang negara. Kondisi ini
meningkatkan resesi bagi negara Indonesia jika korupsi terus menerus terjadi maka
hutang luar negeri semakin besar. Penyebab-penyebab korupsi tersebut akan
berujung pada ketidaksejahteraan masyarakat dan menimbulkan meningkatnya
tingkat kemiskinan masyarakat (Rinaldo, 2020). Oleh karena itu korupsi
digolongkan pada extra-ordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga sangat perlu
untuk diberantas (Haifa dan Ilham, 2022). Pemberantasan korupsi sendiri menjadi
kewajiban penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan
kebijakan untuk memberantas korupsi.

Apabila pemerintah dapat mengurangi angka korupsi maka hal tersebut dapat
menekankan angka kemiskinan, begitupun sebaliknya apabila tingkat korupsinya

tinggi maka akan berdampak melonjaknya tingkat kemiskinan (Waluyo, 2010).
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Gambar 1.1 Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Kasus Korupsi di Indonesia
Tahun 2011-2021.

Sumber: Indonesia Corruption Watch dan BPS

Pada Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan dan kasus
korupsi terjadi cenderung fluktuatif dimana pada saat tingkat korupsi mengalami
perubahan maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami perubahan. Kemiskinan
tertinggi pada tahun 2011 sebesar 29,89 dan terendah pada tahun 2018 yaitu sebesar
25,67. Sedangkan korupsi tertinggi terjadi pada tahun 2019 mencapai 40 point dan
terendahnya pada tahun 2011 vyaitu 30 point. Kasus korupsi di Indonesia
mengalami kenaikan, meski mengalami penurunan di tahun tertentu. Berdasarkan
data yang dipublikasikan oleh Indonesia Corruption Watch (2021) bahwa kasus
korupsi tercatat meningkat 1 point menjadi 38 dari skala 0 -100 pada tahun 2021.
Kenaikan nilai ini berpengaruh pada peringkat kasus korupsi negara Indonesia yang
sebelumnya berada pada tingkat 102 Kkini berada di urutan ke 98 dari 180 negara
lain korupsi sempat menyentuh angka sebesar 40 poin pada tahun 2019, kemudian
nilai tersebut turun menjadi 3 poin pada tahun 2020. Diketahui bahwa kenaikan
sebesar satu terpidana kasus korupsi akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat

kemiskinan, misalnya jika jumlah kasus korupsi tiap tahunnya meningkat sebesar



100 kasus maka kemiskinan di Indonesia akan meningkat sebesar 1,01% ( Samudra
dan Munandar, 2019).

Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya untuk memberantas korupsi
dengan mengeluarkan kebijakan — kebijakan yang bertujuan menghilangkan
korupsi serta menekankan angka tingkat kemiskinan yang diakibatkan oleh korupsi,
namun ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan hal tersebut disertai dengan
maraknya praktik korupsi (Samputra dan Munandar, 2020). Bukannya memberikan
dampak positif terhadap perekonomian justru hanya menimbulkan permasalahan
baru bagi prekonomian yang semakin membuat memburuknya perekonomian
(Nwankwo, 2013).

Seperti program dari pemerintah yaitu, Bantuan Langsung Tunai atau BLT
Desa merupakan pemberian langsung tunai kepada keluarga miskin atau tidak
mampu di desa yang bersumber dari dana desa dan bertujuan untuk mengurangi
dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID —19 (Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 ). Banyak kasus — kasus korupsi yang
diakibatkan oleh pemanfaatan kondisi dari kebijakan pengentasan kemiskinan
seperti korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Tenjomajaya, Jawa
Barat oleh karena kasus tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp.
325.000.000 (Wamad, 2021).

Kasus selanjutnya yaitu korupsi dana bantuan sosial (Bansos) yang
dipublikasi oleh kementerian sosial, pada kasus ini merupakan korupsi dana
program keluarga harapan (PKH) yang dilakukan disalah satu kabupaten malang
tindakan ini merupakan perbuatan yang disebabkan oleh salah satu oknum

dengan modus tidak memberikan kartu keluarga sejahtera (KKS) pada sekitar
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37 keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten
Malang, seluruh dana bansos yang dikuasai tersangka sebagian besar dibelanjakan
untuk kepentingan pribadi total kerugian negara ditaksir mencapai Rp. 450.000.000
(Setiawan, 2021).

Demikian pula dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang merupakan
program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi pelaksanaan
program wajib belajar, bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu
(Kementrian Keuangan, 2022). Kasus korupsi pada dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh mantan Kepala Sekolah SD Negeri 79
Palembang, bedasarkan Nomor 01/L.6.10/Fd.1/Pidsus/12/2020 negara mengalami
kerugian sebesar Rp.457.553.000,- (Prasetyo, 2021).

Kebijakan — kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berujung pada
pemanfaatan kondisi untuk memperkaya diri, seharusnya bantuan-bantuan tersebut
membantu untuk mengentas kemiskinan tetapi malah sebaliknya justru

meningkatkan permasalahan kemiskinan (Connery, Lowing dan Sendow, 2022).

JAWA TIMUR JAWA TENGAH JAWA BARAT

42 KASUS 37 KASUS 40 KASUS
NILAI KERUGIAN NEGARA NILAI KERUGIAN NEGARA NILAI KERUGIAN NEGARA

RP 308 MILIAR RP 414 MILIAR RP 162 MILIAR

SUMATERA UTARA SULAWESI|I SELATAN
18 KASUS 30 KASUS
NILAI KERUGIAN NEGARA MO AL NERUGIAN NEGARR
RP 168 MILIAR RP 168 MILIAR

Gambar 1.2 Tren Kasus Korupsi di 5 Provinsi tertinggi di Indonesia Tahun 2021.

Sumber : Indonesia Corruption Watch



Dilihat dari Gambar 1.1 pada tahun 2021, menunjukkan nilai kerugian negara
yang ditimbulkan akibat tren kasus korupsi yang signifikan meningkat, kenaikan
tingkat nilai kerugian keuangan negara tersebut setidaknya mengindikasikan bahwa
pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya masih perlu
ditingkatkan dari segi pengawasan dalam rangka mencegah penyelewengan
terhadap anggaran negara. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya,
bahwa akibat dari korupsi sendiri akan sangat berdampak menghambat upaya
negara dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia dan menimbulkan dampak-
dampak ekonomi yang diakibatkan oleh korupsi. Diketahui bahwa dari gambar
tersebut menunjukkan bahwa tingkat korupsi tertinggi di Indonesia memiliki data
yang konsisten selama 10 tahun terakhir yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat,
Jawa Tengah, jawa Timur dan Sulawesi Selatana (ICW, 2016 dan 2021).

Korupsi tidak hanya menyebabkan kemiskinan tetapi juga menimbulkan
kerusakan lingkungan. Kasus korupsi merupakan salah satu penyebab utama
degradasi lingkungan di suatu negara, terutama pada negara berkembang ( Cui et
al., 2021). Hal ini dapat disebabkan lemahnya institusi pemerintah di negara
berkembang ketika institusi lemah, beberapa diantaranya rentan terjadi praktik
korupsi misalnya undang - undang lingkungan diabaikan sehingga membuat
masyarakat kurang tanggap dan mengabaikan kerusakan lingkungan hidup.
Terutama di beberapa negara berkembang yang dikaruniai sumber daya alam
yang relatif melimpah, sumber daya alam tersebut memfasilitasi munculnya
jaringan korupsi yang menggunakan pendapatan dari penghasilan sumber daya
alam milik negara -  negara tersebut (Sinha et al., 2019). Korupsi

mempengaruhi disfungsional sistem tata kelola lingkungan yang berkontribusi
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terhadap kepunahan spesies, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan,
pencemaran serta degradasi ekosistem melalui cara penggelapan dan penyuapan,
korupsi dapat juga mengalihkan dana yang dialokasikan untuk program lingkungan

ke kantong pribadi (Lisciandra dan Migliardo, 2016).

80
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Kasus Korupsi IKLH

Gambar 1.3 Perbandingan Tingkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan
Tingkat Kasus Korupsi di Indonesia tahun 2011 — 2021.

Sumber : Indonesia Corruption Watch dan MENLHK

Pada Gambar 1.3 diketahui bahwa, IKLH mengalami kenaikan tertinggi di
tahun 2018 mencapai angka 71,67 dan kasus korupsi sendiri tertinggi pada tahun
2019 sebesar 40 point. Tingginya tingkat IKLH pasti memiliki faktor penyebab,
seperti aparatur sipil negara (ASN) memberikan biaya tambahan disuatu proyek
sumber daya alam, memberikan kelonggaran izin dalam pengelolaan sumber
daya alam secara ilegal hal tersebut termasuk gratifikasi menurut pendapat
MENLHK (2017). Hal ini bedampak kerusakan lingkungan yaitu menurunya

kualitas lingkungan.



Korupsi dapat memperburuk kondisi ini karena meningkatkan peran negatif
yang besar dalam semua masalah lingkungan sehingga mempengaruhi sistem alam
dan komunitas yang bergantung padanya (Leitao, 2016). Kondisi ini menimbulkan
beberapa efek negatif yaitu kerusakan di sumberdaya terbarukan. Berdasarkan
laporan Bank Dunia (2015) tentang korupsi dan kehutanan menekankan bahwa
banyak sekali contoh kegiatan korupsi bawah tanah pada sektor ini, laporan ini
memberikan daftar kegiatan yang dapat dianggap sebagai korupsi yang terjadi pada
sektor kehutanan yang berdampak merugikan pada pengelolaan dan konversi hutan.

Contohnya kasus tempat pengolahan kayu (sanwill) ilegal dalam kasus ini
mengamankan 664 batang kayu gelondong dan 2559 keping kayu olahan
MENLHK (2020). Hal ini terjadi karena, pembayaran kepada politisi senior untuk
mendapatkan izin oleh pejabat berwenang (konsesi) lalu pembayaran pun dilakukan
kepada birokrat untuk melaporkan jumlah kayu yang berkurang (korupsi
administratif). Kurangnya institusi untuk menegakkan aturan dan adanya pejabat
yang dipengaruhi oleh suap telah menyebabkan pengurangan kayu secara
berlebihan serta penggunaan praktik pengelolaan hutan yang tidak lestari
(Lisciandra dan Migliardo, 2016).

Selain itu, perusahaan kayu dapat menyogok pejabat untuk mengabaikan
peraturan atau kebijakan lingkungan agar tidak dilaksanakan, sehingga perusahaan
kayu dapat membuang limbah beracun serta produk sampingan industri lainnya
terlepas tanpa terkendali ke lingkungan. Berdasarkan laporan deforestasi Indonesia
olen Environmental Investigation Agency (2018) secara eksplisit menegaskan
sebagian besar hutan di Indonesia hancur karena Negara Indonesia adalah salah

satu negara paling korup di dunia. Deforestasi diperkirakan menyebabkan banjir,
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tanah longsor dan kebakaran hutan misalnya banjir bandang di Sumatera Utara
dikaitkan dengan penebangan liar. Selain itu, pembakaran hutan secara ilegal yang
dilakukan oleh PT Waringin Agro Jaya (PT. WAJ) di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi
Sumatera Selatan hal ini menyebabkan kabut asap di Negara tetangga yaitu Negara
Malaysia dan Singapura yang merugikan negara sebesar Rp. 466.468.991
MENLHK (2020).

Tidak hanya itu penebangan liar dan pembakaran hutan secara ilegal
menyebabkan populasi orang utan menjadi berkurang hingga setengahnya dalam
dekade terakhir MENLHK (2020). Penebangan liar menyebabkan terjadinya
perburuan orang utan, karena mereka tidak memiliki tempat tinggal dan rentan
terjadinya pemburuan liar. Orang utan berkontribusi dalam mensuburkan hutan di
Indonesia karena orang utan menyemai hutan melalui buah - buahan yang mereka
makan. Selanjutnya korupsi memberikan efek negatif di sektor sumber daya tak
terbarukan, korupsi pada sektor ini memperburuk degradasi lingkungan dari sistem
industri yang sudah rusak (Leitao, 2016). Korupsi memberikan konsesi
menghilangkan banyak hukuman karena beroperasi dengan cara yang tidak
berkelanjutan. Seperti penambangan ilegal berkontribusi terhadap berbagai
masalah lingkungan yang muncul operasi penambangan menghasilkan tailing
penambangan, gas pelebur, bahan kimia pengapungan lapisan penutup, dan produk
oksidasi termasuk asam, serta mengeluarkan polutan udara hingga lumpur (Tegnan
etal., 2021).

Undang — undang lingkungan yang disepelekan disertai dengan pejabat korup
mengizinkan perusahaan yang beroperasi di industri ini untuk membuat

kebijakannya sendiri dengan imbalan suap untuk mengabaikan kerusakan
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lingkungan. Akibatnya sebagian besar polutan berbahaya dibuang secara ilegal dan
menyebabkan degradasi lahan yang luas serta erosi tanah dan terjadinya
pencemaran udara (Tegnan et al., 2021).

Adapula efek negatif terhadap sektor infrastruktur yang merusak kualitas
lingkungan, seperti adanya bendungan besar menimbulkan kerusakan jangka
panjang dan sulit untuk diatasi, karena banyak spesies lebih menyukai dasar lembah
untuk mencari makan dan bereproduksi sehingga menyebabkan kurangnya sumber
makanan bagi masyarakat sekitar. Korupsi dan tata kelola yang buruk dapat
meningkatkan masalah sosial dan lingkungan, kurangnya pengawasan terhadap
dampak lingkungan untuk mengungkapkan secara terbuka dampak panjang sebuah
bendungan menimbulkan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan
keputusan lokasi dan kontruksi bendungan sehingga dapat terjadinya kesalahan
alokasi dana dan praktik kontruksi serta pemanfaatan fasilitas publik tidak berjalan
sebagaimana mestinya (Leitao, 2016).

Selain itu kualitas lingkungan hidup tidak hanya dipengaruhi oleh korupsi
saja tetapi dapat juga dipengaruhi oleh kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah
satu permasalahan yang berpengaruh terhadap masalah lingkungan, penduduk yang
berada pada dibawah garis kemiskinan diangap sangat bergantung pada lingkungan
dan sumber daya alam untuk mempertahankan hidupnya (Reswita et al., 2021).

Penduduk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari, proses interaksi manusia dan lingkungan ini menyebabkan beberapa
kerusakan lingkungan (Sundatoko dan Mariyono, 2010). Akibatnya sumber daya
alam digunakan secara terus — menerus tanpa melihat efek yang akan ditimbulkan

disisi lain,  kualitas lingkungan yang buruk membuat masyarakat sulit untuk
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memutus rantai kemiskinan karena kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi
yang memadai dan menyebabkan kesehatan yang menurun, kesehatan yang
menurun tersebut membuat masyarakat tidak dapat berkerja serta tidak dapat
memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka hal ini dapat
berpengaruh kondisi Negara karena penurunan pendapatan dan berujung pada
kemiskinan (Masrom dan Subramaniam, 2018).

Kondisi hidup orang miskin umumnya tinggal di lingkungan yang tidak
sehat kurangnya sanitasi lingkungan dan buruknya sistem drainase (Khan, 2019).
Di negara berkembang sebagian besar kegiatan pembangunan tidak berkelanjutan,
manusia telah merusak sumber daya lingkungan dengan sengaja ataupun tanpa
sadar melalui banyak aktivitasnya yang tidak terkendali seperti pengundulan hutan,
praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, urbanisasi, pembakaran, industrialisasi,
perburuan liar dan penelantaran (Redina, 2021).

Lingkungan yang baik merupakan indikator dari suatu tingkat
perekonomian suatu negara karena semakin baiknya kondisi perekonomian maka
akan rendahnya tingkat kemiskinan di negara tersebut, jika kondisi lingkungan
buruk atau rusak maka akan menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem yang
berada disekitarnya. Kemiskinan dan lingkungan hidup saling terkait erat dan
masing- masing saling mempengaruhi satu sama lain, kemiskinan merupakan
penyebab utama degradasi lingkungan apabila lingkungan rusak maka akan
terganggunya sistem keberlangsungan hidup manusia begitupun sebaliknya apabila
tingkat kemiskinan tinggi maka akan terjadinya kerusakan lingkungan hidup

(Gaeddert dan Oether, 2015).
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Hal tersebut diperkuat dengan teori kutukan sumberdaya alam yang
dikemukakan oleh Auty (1993) menjelaskan bahwa negara dengan sumberdaya
alam yang berlimpah cenderung memiliki perekonomian yang lambat karena
negara tersebut tidak dapat mengelola sumberdaya alam tersebut dengan baik maka,
dapat menimbulkan sumber bencana bagi negara tersebut. Dalam beberapa
fenomena yang ada pada Negara yang sedang berkembang, kekayaan sumberdaya
alam tidak memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan dan
pertumbuhan ekonominya, namun kelimpahan sumberdaya yang dimilikinya malah
menimbulkan keterbelakangan dan kemiskinan, yang lebih melibatkan pihak asing
dalam pengolahannya (Putra, Azhar dan Marta, 2015). Fenomena kutukan
sumberdaya alam terjadi ketika kelimpahan sumberdaya alam tersebut identik
dengan ketergantungan sumberdaya alam  (resource dependence) dimana
menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Negara pengekspor minyak sebesar 1,3%
per tahun, lebih rendah dari rata-rata negara-negara berkembang lainnya yang
tumbuh sebesar 2,2% pertahun (Auty, 2021).

Fenomena ini semakin jelas terlihat dengan adanya 5 provinsi di Indonesia
yang memiliki kekayaan migas tapi memiliki tingkat kemiskinan yang masih jauh
dari rata-rata nasional sebesar 10,5% diantaranya Nagroe Aceh Darusalam 18,58%,
Sumatera Selatan 13,84%, Jawa Timur 13,08% Maluku 20,76% dan Papua Barat
27,04%. Sedangkan daerah yang tidak memiliki migas yang terjadi malah
sebaliknya angka kemiskinan yang lebih baik dari rata-rata nasional (Putra, Azhar
dan Marta, 2015). Tidak hanya provinsi di Indonesia tetapi juga negara- negara
lainnya mengalami kutukan sumberdaya alam tersebut menurut Auty (1994)

contohnya Negara Bolivia. Selama ledakan mineral 1974-1981, Bolivia
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menunjukkan akibat wajar dari tesis kutukan sumberdaya alam dimana
menimbulkan hiperinflasi, jatuhnya harga mineral. Pada negara pekspor minyak
dan mineral menegaskan fakta bahwa sumberdaya mineral dapat dengan mudah
berubah menjadi kutukan daripada berkah.

Penelitian ini penting dilakukan karena tingginya tingkat korupsi di
Indonesia menyebabkan terganggunya sistem perekonomian maupun sistem
keberlangsungan kualitas lingkungan hidup tetapi hal tersebut jarang disoroti oleh
pemerintah, karena korupsi sudah menjadi budaya tersendiri dan sulit dihilangkan
oleh karena itu pentingnya membahas permasalahan praktik korupsi ini agar dapat
mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dan dapat mengetahui apa

saja yang menyebabkan terjadinya praktik korupsi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana
Kausalitas antara Korupsi terhadap Kemiskinan, Korupsi terhadap Kualitas
Lingkungan Hidup serta Kemiskinan terhadap Kualitas Lingkungan Hidup pada 5
Provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi

Selatan.

1.3  Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “Kausalitas Korupsi terhadap
Kemiskinan dan Kualitas Lingkungan Hidup serta Kausalitas antara Kemiskinan

dan Kualitas Lingkungan Hidup”.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.41 Manfaat Teoritis

A. Memberikan tambahan pengetahuan terkait pengembangan ilmu ekonomi
yaitu korupsi dan kemiskinan serta hubungan antara korupsi dan kualitas
lingkungan dan juga wawasan mengenai keterkaitan kemiskinan pada kualitas
lingkungan hidup pada5 Provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia
tahun 2011- 2021.

B. Memberikan informasi ilmiah yang bergunasebagai referensi dikalangan

akademis dalam melanjutkan penelitian sejenis.

1.2.2 Manfaat Praktik

A. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini bisa menjadi tambahan pengetahuan
bagi peneliti agar dapat memahami tentang fenomena keterkaitan antara
korupsi pada kemiskinan dan kualitas lingkungan hidup di 5 Provinsi dengan
tingkat korupsi tertinggi di Indonesia.

B. Bagi pengambil kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat membantu para
pengambil kebijakan dalam peningkatan ekonomi negara yang bebas dari

korupsi dan kualitas lingkungan yang baik.
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